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ABSTRAK 

 

Tesis ini dibuat untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pelaksanaan 

terhadap undang-undang kekarantinaan kesehatan saat situasi kedaruratan kesehatan 

masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan yang berlaku serta 

pendekatan konseptual berdasarkan hukum positif dan para ahli. Saat situasi kedaruratan 

kesehatan masyarakat, bila Negara Indonesia sebelumnya belum pernah mengeluarkan 

peraturan atau tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang 

mengatur, maka untuk kepentingan umum dapat dibuat peraturan secara spontan yang 

sesuai dengan kedaruratan kesehatan masyarakat saat itu, demi penanganan dan 

pencegahan meluasnya faktor resiko kedaruratan kesehatan, tetapi dalam kondisi 

kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini telah diatur undang-undang yang khusus yaitu 

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kewenangan pemerintah daerah untuk 

mengatur daerahnya sendiri bisa menjadi faktor penyebab terjadinya ketidaksinkronan dan 

ketidakharmonisan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Kekarantinaan 

Kesehatan, walaupun kewenangan daerah dalam situasi kedaruratan kesehatan hanya 

sebagai pelaksana dari tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was made to determine the synchronization and harmonization of implementing 

regulations to health quarantine laws during public health emergencies by using the 

approach of applicable laws and concepts based on positive law and experts. During a 

public health emergency situation, if the State of Indonesia has never previously issued 

regulations or the absence of laws and regulations as a legal basis that regulates, then in 

the public interest, regulations can be made spontaneously in accordance with the public 

health emergency at that time, for the sake of handling and preventing the widespread risk 

factors of health emergencies, but in the current conditions of public health emergencies, 

laws have been regulated  the specific one is the Health Quarantine Act. The authority of 

local governments to regulate their own regions can be a factor causing the synchrony and 

disharmony of implementing regulations to the Health Quarantine Law, even though the 

regional authority in a health emergency situation is only as an executor of the duties 

assigned by the Central Government. 
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